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BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Sehubungan dengan sering terjadinya perkara terhadap anak dengan 
diperlakukan yang tidak adil dan tidak rnenunjukkan rasa kasih sayang terhadap 
oleh para penegak huk:urn tersebuL Penulis berkeyakinan akan dapat memberikan 
suatu masukan yang berharga bagi para penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa.. 
dan Hakim yang selalu berpandangan terhadap anak-anak seolah-olahnya seperti 
penjahat kelas kakap saja. 

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana kriteria khusus bagi tindak 
pidana yang dilakukan anak dan Bagaimana proses peradilan anak menurut 
ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kriteria khusus bagi tindak 
pidana yang dilakukan anal< adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup 
masalah yaitu perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat 
peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara 
kekeluargaan. acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, 

masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lcbih ringan. Proses 
peradilan anal< menurul ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak 
berbeda dengan s\stem tl\'-rad\lan umum han�a cara dan suasana ruang s\dang 
penuh kekeluargaan dan bcrsifal tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta 
pembimbiog kemasyarakan untuk menyampaikao laporan basil peoelitian tentang 
anak terscbut, namun putusan peradilan anal< harus diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum. 

Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan 
tindak piclana dan sellarusnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan 
hak-hak dasar (basis rechten) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim 
mernperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara 
komprchcnsif, sert.a Lidak terjadi penyalahgunaan kewenangan olch hakim agar 
hak-hak anak tidak lereliminasikan dalam proses peradilan Lersebut. 
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